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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan 

1. Melakukan konseling kepada pelaku dan korban KDRT 

Rumah Perempuan berperan penting dalam memberikan konseling 

kepada pelaku dan korban KDRT serta memberikan solusi atau jalan 

keluar terhadap masalah yang sedang dialami oleh pelaku dan korban 

KDRT, walaupun tahap konseling ini sulit karena pelaku dan korban 

tidak mau memberikan informasi yang terbuka kepada Rumah 

Perempuan, sehingga Rumah Perempuan juga selalu memberikan 

bimbingan konseling kepada pelaku dan korban mengenai KDRT ini.  

2. Peranan Rumah Perempuan dalam memediasi pelaku dan 

korban KDRT. 

Upaya memediasi korban dan pelaku KDRT juga merupakan 

peranan penting Rumah Perempuan dalam menangani kasus 

kekerasan yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku KDRT 

dengan melakukan pendekatan dari beberapa pihak seperti tokoh 

agama, tokoh masyarakat dan keluarga dari pelaku dan korban KDRT. 

3. Pendampingan Rumah Perempuan kepada korban KDRT dalam 

proses hukum di tingkat Kepolisian sampai tingkat Pengadilan. 

Di dalam proses hukum, Rumah Perempuan berperan dalam 

mendampingi korban KDRT baik di tingkat kepolisisan sampai pada 



73 

 

tingkat pengadilan, hal ini merupakan salah satu peran penting dari 

Rumah Perempuan. Dalam pendampingan ini Rumah perempuan juga 

berkoordinasi dengan kepolisian dalam penetapan pasal dan 

membangun diskusi dengan jaksa dengan membrikan gambaran 

mengenai kasus yang sedang ditangani. 

4. Upaya rumah perempuan dalam proses pemulihan psikis dan 

fisik korban. 

Peran penting yang terakhir yaitu pada tahap pemulihan fisik dan 

psikis korban KDRT, dimana Rumah Perempuan memberikan layanan 

individu kepada korban seperti pelayanan medis dan pelayanan psikis 

dan dilakukan oleh tenaga ahli yang disiapkan oleh Rumah 

Perempuan dan bekerjasama dengan LSM American Friends Service 

Committee. 

 

5.2. Saran 

1. Bagi rumah perempuan harus lebih bekerja secara optimal sehingga 

mampu menciptakan rasa aman kepada korban KDRT, serta 

mengoptimalkan kapasitas kerja dari para tenaga ahli di dalam rumah 

perempuan itu sendiri. Bagi korban  KDRT yang mengalami kekerasan 

baik itu fisik maupun psikis harus lebih terbuka dalam pemberian 

informasi kepada rumah perempuan sehingga masalah yang dialami 

korban dapat diselesaikan dengan baik. Korban juga akan mendapatkan 

perlindungan dari pelaku, serta mendapatkan solusi untuk melihat ke arah 
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yang lebih baik setelah terselesaikan masalah kekerasan yang dihadapi 

korban.  

2. Dalam proses mediasi sebaiknya rumah perempuan juga wajib 

memberikan pengertian kepada keluarga, sehingga keluarga lebih peka 

terhadap masalah yang dihadapi oleh pelaku dan korban KDRT. Rumah 

perempuan lebih mengusahakan agar tidak perlu adnya proses hukum, 

sehingga pelaku dapat diberikan efek jera yang lebih pantas dari keluarga 

atau dari korban melalui proses mediasi tersebut. 

3. Bagi kepolisian harus mampu menciptakan kerjasama yang baik dengan 

rumah perempuan sehingga jika timbul masalah kekerasan yang 

melibatakan lembaga hukum lain yang juga berkompeten didalamnya 

maka kepolisian sudah mampu untuk berkoordinasi dengan baik, karena 

hal ini menyangkut psikis atau mental dari korban KDRT. Bagi Rumah 

Perempuan mampu untuk mendampingi korban dalam setiap tingkatan 

proses hukum yang dijalani oleh korban KDRT sehingga perkembangan 

psikis korban selalu diketahui dengan baik.  

4. Rumah perempuan harus mampu mengupayakan tenaga ahli yang mampu 

bekerja sesuai dengan bidang pelayanan pemulihan psikis korban baik itu 

medis, rohani, dan mental korban, sehingga korban dapat berusaha sebaik 

mungkin dalam menjalani kehidupannya setelah kasus kekerasan yang 

dialaminya selesai.  
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